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ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah telah
terjadinya praktik pembayaran gaji loper koran di kantor Lampung
Post Jalan Soekarno Rajabasa Bandar lampung. Praktik pengupahan
ini terdapat perbedaan upah yang awalnya sesuai dengan akad awal
namun berjalannya waktu upah tersebut tidak sesuai dengan akad
yang telah ditentukan. Pengupahan yang terjadi di kantor Lampung
Post ini sudah terjadi 3 tahun sampai sekarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.) bagaimana
praktik pembayaran gaji loper koran di Kantor Lampung Post Jalan
Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung, 2.) bagaimana tinjauan
Hukum Islam Tentang praktik pembayaran gaji loper koran di Kantor
Lampung Post Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik
pembayaran gaji loper koran di Kantor Lampung Post Jalan Soekarno
Hatta Rajabasa Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan
Hukum Islam terhadap praktik pembayaran gaji loper koran di Kantor
Lampung Post Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar lampung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field
research) data primer diproleh dari hasil wawancara, hasil observasi
dan__dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan._.cara
pemeriksaan data dan sistematika.data. Analisis data .dilakukan
dengan cara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian,praktik pembayaran gaji- loper
koran dr“kampung Post Jalan Soekarno Hatta.-Rajabasa Bandar
Lampung adalah akad upah-mengupah dalam bidang loper koran yang
terjadi di Kantor"Campung,Post denganrakad lisan-yang berdasarkan
kesepakatan dan kepercayaan antara loper dan atasan pememberi gaji.
Praktik pembayaran gaji di Lampung Post Rajabasa adalah upah yang
dibayarkan secara mengambil gaji atau upah di berbeda beda tempat
sesuai lokasi pengantaran dan sering terjadi penundaan. Tinjauan
hukum Islam terhadap praktik pembayaran gaji loper koran di
Lampung Post jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung, tidak
diperbolehkan karena terdapat ketidakadilan. Yang mana di dalam
upah mengupabh tersebut terdapat ketidakadilan dalam menerima upah
yang merugikan pihak loper Koran tersebut, maka hukumnya tidak
sah dalam hukum Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran
yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi
ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah-istilah yang
digunakan dalam judul ini : Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Pembayaran Gaji Loper Koran (Studi
Kasus Di Kantor Lampung Post Jalan Soekarno Hatta
Rajabasa Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang
diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah segala sesuatu yang di
tinjau atau yang menjuru sesuai dengan peraturan
hukum Islam.*

2. Praktik Pembayaran Gaji Loper Koran adalah Sistem
seperangkat peraturan’ dan . prosedur yang dirancang
sesuai  Pengupahan “ karyawan pengantar _kooran
kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha kepada
karyawan. -Kompensasi tersebut -bersifat finansial dan
merupakan yang-utama daritbentuk-bentuk kompensasi
yang ada bagi karyawan.karyawan pengantar koran
adalah seseorang yang mengantar kerumah pelanggan *

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
maksud dari judul skripsi ini adalah Berdasarkan uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini
adalah kajian tentang  Praktik pembayaran gaji yang

! Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total Media,
2006), 1.

2 Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis
(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2022), 4.



diberikan oleh loper yang pengambilan gajinya berbeda-
beda tempat ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa
mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syara. Syara
memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek
kehidupan, yaitu agidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
Aspek akidah, ibadah dan akhlak diajarkan dalam bentuk
absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman.
Dengan kata lain, manusia tidak dapat menambah,
mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Namun,
manusia juga memiliki hak dan kewajiban, dimana
hubungan keduanya diatur oleh kaidah-kaidah untuk
menghindari  terjadinya bentrokan antar kepentingan.
Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan
kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dalam hukum
muamalah.®

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belahspthak
diperingatkan untuk bersikap jujur-dan. adil dalam semua
urusan mereka, sehingga tidak terjadi ‘tindakan aniaya
terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya
sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa
mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari
hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak
mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan
penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh
kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja
melebihi kemampuan mereka.

® Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)
(Yogyakarta: FH UlI, 2004), 11.
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Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi
pekerja yang menjadikewajiban dan tidak boleh diabaikan
oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.

Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal,
yang salah satunya mengenaikeadilan dalam waktu kerja
kepada pekerja.*

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan
mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-
masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu
keadilan diantara mereka.” Sebagaimana diatur dalam QS.
Al-Jaatsiyah ayat 22, sebagai berikut :

~

L"w‘-".}g&;‘i—]ﬁd—;‘bu@beuw f\)\ s
(/(Y")O}r}gv_h‘j’//

“Dan Allah mengiptakan langit dan bumi dengan tujuan
yang benar dan agar. dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa
vang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”
(QS. Al-Jaatsiyah : 22).

Berkaitan dengan hal ini permasalahan Dikantor
lampung post Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar
lampung, untuk pembagian antar Koran para karyawan
berbeda-beda terbagi atas beberapa wilayah yang ditentukan
dan jam kerja waktu pagi mulai dari pukul 05.00 hingga
08.00 WIB. Koran yang diantar karyawan jarak tempuhnya
berbagai daerah dan kadang memakan waktu jam Kkerja

* Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012), 359.

® Vikha Vardha Aulia, Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar
Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2016), 3.



tambahan. Di sini terlihat jelas bahwa perbedaan antara jarak
tempuh dan jam kerja. Untuk pemberian upah diberikan
dengan jumlah yang sama rata tidak ada upah tambahan jika
karyawan mengantar terlalu jauh, upahnya juga terkadang
diberikan kepada karyawan tidak langsung diberikan secara
utuh tetapi diberikan setengahnya dulu, sisanya akan
diberikan nanti dan diambilnya di beda tempat bahkan selalu
tertunda. °

Masalah tersebut dikarenakan konsumen telat membayar
tagihan yang mereka punya terhadap Lampung Post tersebut.
Mereka merasa sangat keberatan apabila pembayaran
upahnya harus ditunda. Meskipun penundaan tersebut hanya
mundur 3 hari bahkan 1 minggu.

Secara universal, praktek pengupahan ini hendaknya
memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu
pihak, baik itu buruh ataupun majikan. kemudian bentuk dari
keadilan tersebut juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam
kerja, keadilan dalam hal jumlah-upah, keadilan dalam porsi
kerja dan keadilan dalam hal jaminan-kesejahteraan lainnya.
Namun=praktiknya di lapangan, dewasa ini _banyak sekali
praktik sistem pengupahan yang kurang tepat dengan aturan
sehingga muncullah“berbagai permasalahan yang terkadang
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau
karyawan.

Berkaitan dengan hal ini Berdasarkan uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini
adalah kajian tentang praktik pembayaran gaji yang
diberikan oleh loper koran yang pengambilan gajinya
berbeda-beda tempat ditinjau dari hukum Islam.’
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk

® Rendy Oktiansyah, Penetapan Upah Karyawan Pengantar Koran,
Wawancara, 18 Desember, 2021.

7 -

Ibid.
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dicermati lebih lanjut mengenai upah loper koran di
Lampung Post dan bagaimana Islam memandang upah
karyawan pengantar koran di Lampung Post , sehingga
dirasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang
berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu,
penulis merumuskan sebuah penelitian dengan judul |,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Gaji
Loper Koran Di Lampung Post Jalan Soekarno Hatta
Rajabasa Bandar Lampung.

. Fokus Dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di
atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang
memfokuskan pada praktik pembayaran gaji loper
Koran.Sub Fokus penelitian ini adalah:

1. Praktik pembayaran gaji loper koran di Lampung Post
Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung berbeda
— beda.

2. Praktik pembayaran gaji loper koran dalam™ Tinjauan
Hukum Islam.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian ini
dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran gaji kepada loper koran
di Lampung Post Jalan Soekarno Hatta Rajabasa
Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik
pembayaran gaji kepada loper koran di Lampung Post
Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui praktik pemberian gaji kepada loper

koran di Lampung Post Jalan Soekarno Hatta Rajabasa
Bandar Lampung.

2. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik

penentuan gaji kepada loper koran di Lampung Post
Jalan Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan pengetahuan bagi penulis serta dapat dijadikan
rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang  ilmu
pengetahuan dalam praktik pembayaran gaji loper koran
di Lampung Post Bandar Lampung.

. Secara praktis

Penelitian ni dimaksudkan sebagai.suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penulisan Terdahulu Yang Relavan

Kajian pustakaa pada penelitian ini pada dasarnya untuk

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan
penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain
sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan
materi secara mutlak. Seperti beberapa skripsi yang pernah
diteliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:
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1. Siti Mardiyah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah
Buruh Tani Dengan Sistem Bawon” (Studi Kasus di
Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo
Kabupaten Boyolali). Sebagaimana yang terjadi di dusun
sambirejo desa teter kecamatan simo kabupaten boyolali
dalam pengupahan buruh tani dalam sistem bawon
(pengupahan dalam gabah), dalam praktik pengupahan
ini terdapat adanya perbedaan dalam pemberian upah
terhadap buruh tani. Penelitian ini fokus pada praktik
pengupahan buruh tani dengan sistem bawon di dusun
Sambirejo desa Teter kecamatan Simo kabupaten
Boyolali dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam
praktik tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa
praktik pengupahan buruh tani dengan sistem bawon
dilakukan di dusun Sambirejo desaTteter kecamatan
Simo kabupaten Boyolali terdapat ketidakjelasan pada
awal akad pemilik sawah tidak memberitahukan
besarnya upah jyang diberikan, yang menyebabkan
terjadinya perbedaan upah antar buruh tani dengan
didasarkan atas unsur kekeluargaan.® Adanya perbedaan
antara-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah
objek _penelitian,tempat  penelitian;dan teori yang
digunakan.

2. Indah Imanus Sholihah “Tinjauan Hukum Islam terhadap
penetapan Upah Guru Les Freelance Ayo Cerdas
Indonesia di Cluster Tropodo Sidoarjo”. penentuan upah
guru les freelance Ayo Cerdas Indonesia di Cluster
Tropodo Sidoarjo ditentukan berdasarkan kebijakan
sepihak Ayo Cerdas Indonesia . Akan tetapi pada saat
awal akad, guru tidak mengetahui ketentuan atau

8 Siti Mardiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Dengan
Sistemk Bawon (Studi Kasus Di Dusun Sambirejo Desa Teter Kecamatan Simo
Boyolali) (Skripsi: IAIN Salatiga, 2020).



kebijakan terkait upah tersebut. Sehingga pada saat
pemberian upah timbul ketidakpuasan pada guru
freelance. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap
penentuan upah yang dilakukan oleh pihak Ayo Cerdas
Indonesia dengan guru lesfreelance Ayo Cerdas
Indonesia adalah rusak (fasid), sebab ada rukun yang
tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu jumlah
upah tidak diketahui pada saat akad. Sejalan dengan
kesimpulan diatas untuk mencapai hubungan kerja yang
baik,terbuka dan jujur.’® Adanya perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek
penelitian,tempat penelitian,dan teori yang digunakan.

3. Syaifullah Al Bahri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir
Kebonsari” Di toko Sinar Grosir Kebonsari untuk
pembagian waktu kerja para karyawan terbagi atas dua
gelombang yang ditentukan vyaitu waktu pagi yang
dimulai pukul 06:00 hingga pukul 14:00 dan gelombang
dua waktu dimulai spukul 14:00. hingga pukul 20:30.
Disini terlihat jelas bahwa perbedaan antara shift pagi
dan siang berbeda 1,5 jam, untuk pemberian upah
diberikan<dengan jumlah yang.sama rata: Apabila ada
tambahan jam lembur, upah lembur diberikan sama rata
sebesar Rp.50.000 dalam sebulan sekali tanpa
meperhitungkan banyaknya jumlah lembur antar
karyawan.'® Adanya perbedaan antara penelitian
terdahulu  dengan penelitian ini adalah  objek
penelitian,tempat penelitian,dan system upahnya.

® Indah Imanus Sholihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah
Guru Les Freelance Ayo Cerdas Indonesia Di Cluster Tropodo Sidoarjo (Skripsi: UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2019).

10 syaifullah Al Bahri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan
Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020).
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4. Devi Meina Vuri Sahara “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa
Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”
Masyarakat Desa Kadipaten Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo sebagian besar memiliki usaha
pembuatan batu bata, dalam proses pembuatannya ada
yang dikerjakan secara mandiri dan ada juga yang
mempekerjakan orang lain. Dalam mempekerjakan,
pihak yang terkait melakukan akad di awal sebelum
dimulai, dengan menentukan besaran upah pengerjaan
dan waktu pengupahannya. Namun dalam praktiknya
pemilik usaha memberikan besaran upah tidak sesuai
dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan pekerja dan ada
tambahan pekerjaan diluar perjanjian awal serta tidak
adanya ketetapan waktu dalam pengupahan seperti yang
telah disepakati dalam akad.™* Adanya perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah cara
kerja karyawanstempat penelitian,dan teori™ "yang
digunakan.

9. Lkeoni Citra Unggulia “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Sitem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing)
“Seiring " berjalannya waktu.dan berkmbangnya zaman
dalam hal bermuamalah sekarang ini sangat beragam
cara orang memberikah upah dengan syarat-syarat
tertentu dan level kesulitan tertentu. Seperti pada salon
Anaya yang bertepatan di JI. Teuku Umar ini tepatnya di
depan RS. Abdul Moloek Bandar Lampung, sistem
pengupahan yang mereka buat khususnya untuk
pemakaian eyelash ini sendiri mendapatkan komisi
tertentu dari harga setiap pemakaian pelanggan dan tidak

™ Devi Meina Vuri Sahara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja
Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
(Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).
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termasuk gaji pokok, uang makan, dan uang lembur
karyawan. Disamping itu dalam pandangan Islam harta
itu bukan tujuan tetapi adalah alat untuk
menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai
keridhaan Allah. Dan dalam uraian di atas penulis
tertarik untuk mengangkat judul ini untuk mengetahui
apakah sistem pengupahan pada Salon Anaya sudah
sesuai dengan hukum Islam dan juga apakah pengupahan
tanam bulu mata diperbolehkan dalam hukum Islam
yang di dasari dengan fikih muamalah.'? Penelitian kali
ini  berbeda dengan penelitian yang sudah ada
sebelumnya. Adapun perbedaannya dimulai dari
deskripsi upah mengupah, tempat penelitian, objek upah
mengupah hingga cara penentuan sistemnya berbeda
dalam kajian pustaka.

H..Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara menemukan kebenaran

menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencapai.suatu
tujuan atau—penelitian. Adapun metode penelitian yang
digunakan yaitus

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan
(Field research), vyaitu penelitian yang langsung
dilakukan di lapangan atau kalangan.* Dalam hal
ini,penelitian dilaksanakan langsung di Kantor Lampung
Post Rajabasa BandarLampung.

2 | eoni Citra Unggulia, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem

Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus Di Anaya Salon & Spa
Bandar Lampung). (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

1% ‘Susiadi As, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan

Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu,
penelitian  yang berusaha mendeskripsikan atau
menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang
terjadi di lapangan .** dengan tujuan memberikan
gambaran  sebagaimana adanya saat penelitian
berlangsung. Penelitian ini mendeskripsikan tentang
praktik pembayaran gaji loper koran di Kantor Lampung
Post Rajabasa Bandar Lampung.

3. Sumber Data
Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini :
a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama yang biasanya melalui
wawancara, angket, atau pendapat, dan lain-lain.”
Adapun sumber data primer dalam penelitian.ini
diperoleh dari phasil .wawancara langsung dengan
loper pengantar koran“yg- bekerja di Lampung Post
Rajabasa Bandar Lampung. -Informan«‘penelitian
dalam_-sumber data primer _ini diperoleh dari
wawancara langsung dengan atasan pemberi gaji dan
loper pengantar Koran di Lampung Post Jalan
Soekarno Hatta Rajabasa Bandar Lampung, yang
berjumlah 12 orang, dengan rincian yaitu : 1 orang
yang merupakan atasan dan 11 orang lainnya
merupakan karyawan.

14 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya llmiah
(Jakarta: Kencana, 2017), 34.

15 syarifudin Hidayat Sedarmayanti, Metodologi Penelitian (Bandung: CV.
Mandar Maju, 2002), 73
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b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung
diberikan kepada peneliti,misalnya: Figh, Al-Qur’an,
Hadits, yang diperoleh dari sumber buku-buku yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung
dengan judul, tetapi memilik relevan dengan
permasalahan yang akan dikaji.*®

4. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh benar-benar akurat, relevan
dan valid, maka penulis melakukan pengumpulan data
dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara  adalah  sebuah  proses untuk
memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara peneliti dengan
narasumber.”” Wawancara dilakukan dengan pihak
loper pengantar koran .di Kantor Lampung" Post
Bandar Lampung. “Hasil “dari wawancara ./ ini
menemukan terdapat masalah - tentang.+praktik
pembayaran gaji loper pengantar Koran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang tersedia dalam
bentuk foto, laporan, berkas, catatan harian dan
rekaman.dengan tujuan memperoleh bukti data yang
akurat.

18 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (bandung:
Alfabeta, 2009), 137

17 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikas, Ekonomi, Dan
Kebijakan Publik Serta IImu-llmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2005), 136.
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c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan
keseharian manusia dengan menggunakan panca
indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca
indra lainnya.'® Observasi dilakukan di Kantor
Lampung Post Rajabasa Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data
a. Pemeriksaan Data (editing)

Editing data adalah proses pengecekan atau
memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari
lapangan, karena kemungkinan data yang telah
masuk tidak memenuhi syarat atau tidak
dibutuhkan.® Dengan tujuan mengoreksi kesalahan
dan kekurangan data yang terdapat pada lapangan.

b. Sistematika Data (Systematizing)

Sistematika data adalah melakukan pengecekan
terhadap data-data yang telah diperoleh secara
sistematis, terarah dan beraturan sesuai . dengan
kategori dan rumusan masalah.?

6. MetodefAnalisis. Data

Setelah seluruh data telah terkumpul maka langkah
selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga
dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan
makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan
data sesuai Klasifikasi tertentu. Analisis data kualitatif
menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir

8 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta:
Kencana, 2013), 142.
® syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan
Perbandir;gan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kecana, 2017), 86.
Ibid., 88.
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berdasarkan sesuatu hal yang bersifat khusus kepada
pernyataan yang bersifat umum.?

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan digunakan untuk
mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca
dapat mudah memahami skripsi ini.Adapun sistematika
tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti
menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait
dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian
penjelesan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab
yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan
Subfokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan,
Metode Penelitian,Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi plandasan. teori yang meliputi,
Pengertian Upah, Dasar Hukum~Upah, Rukun Dan Syarat
UpahuHak dan Kewajiban Upah , Macam-Macam Upah,
Hak Menerima Upah, Berakhirnya Akad Upah.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang
membahas Sejarah Berdirinya Kantor Lampung Post, Lokasi
Daerah Penelitian, Jumlah Karyawan Dan Cara Kerja,
Sistem Penentuan Gaji Karyawan Pengantar Koran.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang
membahas mengenai, Praktik Pembayaran Gaji Kepada
Loper Koran Dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Pembayaran Gaji Loper Koran.

2 Nizwardi Julinus DKk, Riset Pendidikan Dan Aplikasinya (Padang: UNP
Press, 2021).
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Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti
menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan
Rekomendasi.

WY







BAB Il
LANDASAN TEORI

Upah (ljarah) dalam Hukum Islam
A. Pengertian Upah (ljarah)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan
muamalah adalah Ijarah. Menurut bahasa, ijarah berarti
upah atau ganti atau “imbalan”. Karena itu, lafaz ijarah
mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu
kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.
Kalau sekiranya kitab-kitab figih selalu menerjemahkan
kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut
janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk
diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam
arti yang luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu
akad yang berisi- penukaran manfaat sesuatu’ dengan
jalan memberikansimbalan dalam jumlah tertentu.

Akad - jual beli dan sewa menyewa (ijarah)
merupakan ~akad mu’amalah yang sering dilakukan
setiap ‘orang untuk- memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
lewat dunia bisnis maupun perdagangan. Kedua akad
mu“amalah tersebut, substansinya sama-sama jual beli,
karena baik akad sewa menyewa maupun jual beli
tujuannya sama-sama memindahkan kepemilikan.
Perbedaan kedua akad tersebut terletak pada objek
kepemilikannya, kalau dalam akad jual beli objek
kepemilikannya adalah  dzat barang sekaligus
manfaatnya tanpa dibatasi waktu. Sedangkan dalam
akad sewa menyewa yang menjadi  objek

17
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kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi
waktu.?

Dalam istilah bahasa arab al-ijarah berasal dari kata
al-ajru yang berarti al-i'wadu (ganti). Menurut
pengertian syara” al-ajarah ialah “suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.
ljarah pada garis besarnya memiliki dua makna.
Pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat
dari sesuatu benda, seperti pakaian, rumah, motor, dan
lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti
seorang pelayan. Jenis yang pertama mengarah kepada
sewa-menyewa dan jenis yang kedua lebih tertuju
kepada upah mengupah. Menurut termologi ijarah adalah
akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-
syarat tertentu. ljarah dalam bentuk sewa menyewa
maupun dalam bentuk upah.mengupah itu merupakan
muamalah yang telah diisyaratkan dalam Islam. Hukum
asalnya boleh atau mubah bila dilakukan.sesuai
ketentuan yang ditetapkan Islam. Boleh hukum ijarah
berdasarkan"kepada. ayat-ayats#/Al-Qur’an dan Hadis
Nabi.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan
manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan
(hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja
dengan prinsip jual beli,tapi perbedaannya terletak pada
objek transaksinya barang maupun jasa.

Pada dasarrnya ijarah adalah salah satu bentuk
kegiatan antara salah satu pihak, serta merupakan bentuk
kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama

22 |pid., 11.
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sesuai dengan ajaran agama dan tujuan disyaratkannya
ljarah ialah untuk memberikan keringanan kepada umat
dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang
namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang
mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan
adanya ijarah  keduanya saling  mendapatkan
keuntungan.®®

Menurut ahli figih, dilihat dari segi objeknya akad
ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang
bersifat benda, ijarah bersifat manfaat yaitu sebagai
berikut:

a. ljarah manfaat benda (Munafi“al-a yan) seperti
sewa-menyewa toko, rumah,kendaraan dan pakaian.
Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang
dibolehkan syara yang untuk dipergunakan, maka
para ulama figih sepakat menyatakan boleh
dijadikan objek sewamenyewa. Bentuk ijarah«ini
mirip  dengan, leasing (sewa) pada  bisnis
konvensional, pihak™yang menyewakan _disebut
muajjir atau mu ‘jir dan biaya disebut.ujrah. ljarah
manfaat dibagi menjadi tiga_macam vyaitu, ljarah
benda yang tidak bergerak (ugar), ijarah kendaraan
baik tradisional maupun modern, dan ijarah barang-
barang yang bisa dipindah-pindahkan.

b. ljarah yang berupa manfaat manusia merupakan
ijarah yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa
seseorang, pihak yang mempekerjakan disebut
musta jir pihak pekerja disebut ajr dan upah yang
dibayarkan disebut ujrah, seperti buruh bangun,
tukang jahit, pekerja bioskop dan dokter. ljarah
jenis ini dibagi menjadi dua macam vyaitu, ijarah

28 Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Figih (Bogor: Kencana, 2010). 216.
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manfat manusia bersifat umum (musytarok), dan
ijarah manfaat manusia bersifat khusus (al-khas).*

Ada definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh
para ulama figih, yaitu:

a. Ulama Hanafiah mengartikan ljarah dengan akad
yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari
suatu benda yang diganti dengan pembayaran
dalam jumlah yang disepakati.

b. Syafi’iyah menjelaskan ijarah adalah akad atas
suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan
tertentu.

c. Malikiyah mengatakan, ijarah adalah

perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang
dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu
kompensasi tertentu. Dengan istilah lain, ljarah
adalah salah'satu ;akadsyang berisi pengambilan
manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.®

Dari pendapat ulama di atas tidak_ditemukan
perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah,
tetapi” dapat dipahami adaryang mempertegas dan
memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap
benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa
adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa
yang lain, ijarah adalah sewa-menyewa yang jelas
manfaat dan tujuannya, dapat diserah terimakan,

24 Muhammad, Kebijakan Fisikal Dan Moneter Ekonomi Islam (Jakarta: PT.

Selemba empat patria, 2004), 18.

29.

% Helmi Karim, Figih Muamalah, 1st ed. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002),
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boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui
seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
pasal 20, ljarah adalah sewa barang dalam jangka
waktu tertentu dengan pembayaran.?® ljarah adalah
pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas
barang itu sendiri. Ada yang menerjemahkan ljarah
sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni
mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang
menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil
manfaat dari barang.

Disamping penegertian ijarah dalam konteks
sewa-menyewa, ijarah ini sendiri juga mengandung
pengertian “ujrah” atau uang jasa atau kadang
disebut juga fee. ljarah dalam pengertian.ini
diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah
dilakukannya.” "Barang ‘atau objek yang: boleh
disewakan adalah bermanfaat dan_barangnya tetap
utuh_tidak berubah selama dalam masa sewa seperti
sewa rumah- untuk «ditempati, hewan untuk
ditunggangi, menyewa orang untuk melakukan
pekerjaan tertentu dan lain sebagainya.”’

Menurut Hukum Perdata (BW) pada Pasal 1548,
sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan
dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan

% |mam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers,
2016), 102.

27 Abdul Mugit, Potret Kompetensi Dasar Santri (Malang: Polinema Press,
2018), 249.
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dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh
pihak tersebut disanggupi pembayarannya.

Menurut Sayyid Sabig dalam Fikih Sunah, al
ijjarah Dberasal dari kata al Ajru yang berarti
al’lwadhu  (ganti’/kompensasi).  ljarah  dapat
didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu
tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah),
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk
mengambil manfaat atas  suatu barang
(memperkerjakan ~ seseorang)  dengan  jalan
penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah
tertentu). ljarah sejenis dengan jual beli namun yang
dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak
guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset atau dari
jasa/pekerjaan.?

Dari beberapa pengertian di atas, “sewa
menyewa (ljarah) adalah suatu perjanjian tentang
pemakaian  dan pengambilan manfat_.dari- suatu
benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini
bendanya tidak berkurangssama sekali karena yang
ditransfer adalah manfaat daru suatu asset. Dengan
demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak
dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil
manfaaatnya berarti memilikinya.?® Sedangkan upah
adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada
seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan

2 Wasilah Abdullah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, 4th ed. (Jakarta:
Salemba, 2014), 208.
2 |dris, Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 233.
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suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan
menurut perjanjian yang telah disepakati.®

B. Dasar Hukum Upah (ljarah)

Ulama figih sepakat bahwa ljarah disyariatkan
dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan
Ijma. Adapun ulama yang tidak menyepakatinya,
seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah,
Hasan Bashri, Al-Qasyani, an-Nahrawa-ni, dan lbn
Kaisan berpendapat bahwa ljarah adalah menjual
manfaat, padahal manfaat-manfaat terrsebut tidak
pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan
berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi
sedikit.

Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan
jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak
diperbolehkanr mengantungkan jual beli pada masa
akan datang. Hal ini dibantah oleh lbnu Rusyd bahwa
manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi
secara umum.dapat tercapai:**

ljarah termasuk salah satu bentuk dari tolong-
menolong yang diajarkan agama Islam. ljarah
merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat
manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa
ijjarah ini merupakan suatu hal yang boleh dan
bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, walau ada
pendapat yang melarang ijarah, tetap oleh jumhur

% A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum
Keluarga Dan Bisnis) (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan
Lampung, 2014), 149.

®1 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Depok: Gema Insani,
2007), 385.
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ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak

ljarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal
ini berdasarkan atas dalil dalil yang terdapat dalan
Al-Qur‘an, hadist ataupun ijma’ulama.*

a. Dasar hukum ljarah dalam Al-Qur’an
1) Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 233
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“dan  jika kamu ingin _anakmu
disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu, apabila kamu memberikan
pembayaran | menurut yang  patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa
yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-

Bagarah [2]: 233)

Ayat tersebut menjelaskan kebolehan
seseorang menyewajasa orang lain untuk
menyusui  anaknya, dengan  syarat
membayar upah secara layak. Hal ini
mengungkapkan adanya jasa orang lain
yang diberikan dan adanya kewajiban

®2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), 153.
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membayar yang patut atas jasa yang
diterima.®

2) Al-Qur*an Surat Al-Thalaaq ayat 6
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“jika ~mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah Kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah
di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik.”

Ayat tersebut memerintahkan untuk
memberi upah bagi mereka yang telah
membantumu  atau telah memberikan
jasanya kepadamu atas hasil yang
dikerjakannya tersebut.

3) Al-Qur’an Surat'Al-Qashash ayat 26-27
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% Harun, Figih Muamalah (Muhammadiyah University Press, 2017). 123.
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(o

“salah seorang dari kedua wanita itu
berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
“berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya
aku bermaksud menikahkan kamu dengan
salah seorang dari kedua anakku ini, atas
dasar bahwa kamu bekerja denganku
delapan tahun dan jika kamu cukupkan
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu
kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak
hendak memberati kamu. dan kamuinsya
Allah akan mendapatiku Termasuk orang-
orang yang baik".

Ayat ini merujuk keabsahan kontrak
ijarah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan
Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri
Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya
meminta Nabi Musa AS untuk isti“jar
(disewa tenaganya/jasa) guna
mengembalakan domba. Kemudian Nabi
Ishak as mengatakan bahwa Nabi Musa AS
mampu mengangkat batu yang hanya bisa
diangkat oleh  sepuluh orang dan
mengatakan ‘“karena sesuangguhnya orang
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yang paling baik yang kamu ambil bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya”. Penjelas di atas
menggambarkan penyewaan jasa seseorang
dari  bagaimana  pembayaran  upah
dilakukan.*

4) Al-Qur“an Surat An-Nahl ayat 97
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“Barangsiapa yang mengerjakan
amal saleh, baik laki-laki ~ maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya . akan  Kami < berikan
kepadanya “kehidupan yang baik dan
Sesungguhnya akan -Kami__beri~ Balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih
baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
“(Q.S. An-Nahl [16]: 97).

Maksud dari ayat ini bahwa dalam
Islam  seseorang yang mengerjakan
pekerjaan dengan niat karena Allah swt.,
akan mendapatkan balasan, baik di dunia
(berupa upah) maupun di akhirat (berupa
pahala) yang berlipat ganda.

% Ibid. 123.
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b. Dasar hukum ljarah dalam Hadis
1) Hadis Riwayat Ibnu Majah
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“Dari Abdullah bin Umar ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja
sebelum keringatnya kering.” (HR. lbnu
Majah).®

Hadis di atas menjelaskan tentang
ketentuan pembayaran upah terhadap orang
yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat
menganjurkan agar dalam pembayaran upah
itu hendaknya_ sebelum keringatnya kering
atau setelah pekerjaan.itu selesai dilakukan.

2) ‘Hadis Riwayat Bukhari

N [PECEU G EREVES (PN e i (e
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“Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma
berkata: Nabi shallallahu *alaihi wa sallam
berbekam dan memperi upah tukang
bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui

% Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443

(Dar Thya’ al-Kutub al-’ Arabiyah, 2009). 816.
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bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak
memberi upah.” (HR. Bukhari).*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa
Nabi menyuruh untuk membayar upah
terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari
hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi
membolehkan untuk melakukan transaksi
upah mengupah.

c. Dasar hukum Ijarah menurut Ijma’

Mengenai disyari’atkan ljarah, semua
umat bersepakat tak seorang ulama pun yang
membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun
ada beberapa orang diantara mereka yang
berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak
dianggap.®” Umat Islam pada masa sahabat telah
ber ijma  bahwasijarah dibolehkan sebab
manfaat =bagi| manusia.® Ijma merupakan
sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-
Qur’andan As-sunnah. Umat sepakat ljarah dan
penekunannya sudahsberlakusdibenarkan sejak
zaman Rasulullah saw hingga hari ini).

C. Rukun dan Syarat Upah (ljarah)
a. Rukun ljarah

Unsur-unsur dalam sewa menyewa (ijarah)
adalah:

* Muhammad Fuad Abdul Bagi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis
Sahih Bukhari Dan Muslim (Jakarta: Gramedia, 2017). 105.

¥ Sayyid Syabig, Figih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). 11

% Rachmat syafe’l, Figih Muamalah (bandung: Pustaka setia, 2001). 123-
124
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1)

2)

3)

4)

‘Aqidain adalah dua pelaku kontrak ijarah
yang meliputi mu jir dan mustajir. Mu jir
adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam
praktik ijarah yang melibatkan tenaga
dirinya, mu jir sering disebut dengan istilah
ajir. Sedangkan musta’jir adalah penyewa
atau pengguna jasa atau manfaat barang
sewaan.Pemilik yang menyewakan manfaat
yang disebut mu’jir (orang  yang
menyewakan).

Orang yang memberikan sewa disebut
musta"jir ~ (Orang  yangmenyewa  atau
penyewa).

Sesuatu  yang diakad untuk diambil
manfaatnya disebut ma ‘jur (sewaan).

Jasa yang diberikan sebgai imbalan manfaat
disebut ajran atau ujrah (upah).*

Menurut+ ulama : mazhab Hanafi, rukun

ijjarah. hanya satu vyaitu _ijab (ungkapan
menyewakan) dan gabul- (persetujuan terhadap
sewa menyewa). Adapunsmenurut-jumhur ulama
mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu:

1)

Sighat ljarah (ijab dan gabul)

Menurut sebagian ulama, ijab adalah
ungkapan yang pertama muncul dari salah
satu pihak akad yang menunjukkan keinginan
untuk melakukan akad, terlepas dari pihak
manapun yang memulainya, baik pembeli
ataupun penjual. Sedangkan gabul adalah
ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain

% Ipid., 35.
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yang dilakukan setelah ijab  yang
menunjukkan persetujuannya terhadap pihak
lain tersebut. Dalam hukum perjanjian Islam,
ijab dan gabul dapat melalui ucapan (lisan),
tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

2) A’qid (pihak yang berakad)

Agid adalah orang yang melakukan akad
sewa menyewa atau upah mengupah. Pihak
yang menyewakan sesuatu disebut mu ajjir
dan pihak yang menyewa disebut mustajir.
Kedua pihak yang melakukan kontrak harus
baligh, berakal, dan tidak terpaksa atau
didasari kerelaan daru dua pihak yang
melakukan akad ijarah tersebut, dan
memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam
hal ini ~ orang = yang  berkompeten,
berkualifikasi untuk menggunakan__uang,
memiliki. kewenangan untuk berkontrak,
serta harus ada kerelaan dari masing.*’

Para ulama__ berpendapat  bahwa
kecakapan bertindaksssdalam  lapangan
muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang
bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala
tindakan yang dilakukannya dapat dipandang
sebagai suatu perbuatan yang sah. Syarat
utama bagi pihak yang melakukan akad
ijarah ialah berakal sehat dan mampu
membedakan mana perbuatan yang baik dan
mana pula perbuatan yang tidak baik.** Oleh

“* Ibid., 387.
! Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Figh
Muamalah,” ASAS 2, no. 2 (July 14, 2010),

https://doi.org/10.24042/ASAS.V212.1626.
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sebab itu, orang yang gila atau anak kecil

yang belum mumayyiz tidak sah melakukan

ijarah.

a) Menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali,
kedua orang yang berakad telah berusia
akil baligh, sementara menurut madzhab
Hanafi dan Maliki, orang yang berakad
cukup pada batasan mumayyiz dengan
syarat mendapatkan persetujuan wali.
Bahkan golongan Syafi’iyah memasukkan
persyaratan pada akid termasuk rusyd.

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau
tidak ada paksaan. Orang yang sedang
melakukan akad ijarah berada pada posisi
bebas untuk berkehendak, tanpa ada
paksaan salah satu atau kedua belah pihak
oleh siapapun.

3) Ujrah (upah)

Sesuatu yang menjadi objeks upah
mengupah atau sesuatu yang dikerjakan,
dalamwhal ini -yangsmenjadi objek upah
mengupah adalah sesuatu yang
diperbolehkan menurut agama Islam. Ujrah
didalam akad ijarah harus diketahui, baik
dengan langsung dilihat ataupun disebutkan
Kriterianya secara lengkap misalnya, seratus
ribu rupiah.*?

2 Aida Apriliany, Herlina Kurniati, Marnita, “Upah Jasa Sterilisasi Pada
Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam,”
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 112-93,
https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279.
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Penetapan harga sewa atau upah (ujrah)
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Besarnya harga sewa atau upah (ujrah)
serta waktu dan cara pembayarannya
ditetapkan secara tertulis dalam ijarah.

b) Alat pembayaran harga sewa atau upah
(ujrah) adalah dalam bentuk uang.

Berkenaaan dengan konsep ijarah atas
tenaga manusia maka figh mengatur dengan
ujrah (upah) sebagai berikut:

a) Upah tersebut berupa harta yang diketahui
dan upah tersebut harus dinyatakan
secara jelas, karena akan mengandung
unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu
sudah menjadi kesepakatan ulama akan
tetapi ulama Malikiyah menetapkan
keabsahan ijarah tersebut sepanjang
ukuran upah’ yang dimaksudkan/ dapat
diketahui berdasarkan kebiasaan.

b) Upah harus Dberbeda dengan jenis
objeknya, mengupah suatu pekerjaan
yang serupa, seperti menyewa tempat
tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal
itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah
dan dapat mengantarkan pada praktek
riba.*”®

4) Manfaat (barang atau jasa)

Dalam mengontrak pekerja harus jelas
bentuk pekerjaan dan upahnya sebab

3 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Lampung:
CV. Arjasa Pratama, 2020). 10.
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transaksi ujrah belum jelas maka hukumnya
fasid. Manfaat harus bisa dinilai dan
pemenuhan manfaat diperbolehkan oleh

syara’.*

a) Manfaat barang yang disewakan harus
mutagawwamah (bernilai secara syariat),
yakni memiliki nilai yang layak atau
boleh untuk mendapatkan kompensasi.

b) Manfaat barang harus dapat diserah-
terimakan (taslim). Bukan barang yang
tidak dapat diserah-terimakan, karena
adanya kelemahan. Baik kelemahan
inderawi (al-ajzu alhissi) misalnya
menyewa satpam yang buta, atau
kelemahan syar’i (al’ajzu al-syar’i),
misalnya memperkerjakan wanita haid
untuk membersihkan masjid.

¢) Manfaat: barang harus dapat dirasakan
oleh pihak penyewa (musta’jir), dengan
kata lain manfaat —harus  dapat
diwakilkan, jika tidaksdapat diwakilkan
ijarah tidak sah. Misal tidak boleh
membayar orang untuk berpuasa, shalat,
dan lain-lain.

d) Manfaat yang diperoleh pihak penyewa
bukan berupa barang melainkan manfaat
suatu benda. Harus mengetahui manfaat
dengan sempurna barang yang diadakan,
sehingga mencegah terjadinya
perselisihan. Kemanfaatan benda
dibolehkan menurut syara’. Objek

4 |bid. 124.
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transaksi akad itu (barangnya) dapat
dimanfaatkan kegunaannya menurut
kriteria dan realita.

Objek ijarah dapat berupa dapat berupa
manfaat barang dan/jasa yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a) Manfaat barang atau jasa tidak
bertentangan dengan prinsip syariah di
pasar modal dan peratutran perundang-
undangan.

b) Manfaat barang atau jasa dapat
diserahkan atau diberikan kepada pihak
penyewa atau pengguna jasa.

c) Manfaat atas barang atau jasa dapat
diserahkan atau diberikan kepada pihak
penyewa atau pengguna jasa.

d) Manfaat'barang atau jasa harus ditentukan
dengan jelas.

e) Spesisifikasi barang atau*jasa harus
dinyatakan denganijelas.”’

5) Ma’qud (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

Barang yang dijadikan objek sewa,
berupa barang tetap dan barang bergerak
yang merupakan milik sah pihak mu’ajjir.
Kriteria barang yang boleh disewakan adalah
segala sesuatu yang dapat diambil
manfaatnya secara agama dan keadaannya
tetap utuh selama masa persewaan.

% Evan Hamzah Muchtar, Corporate Governance: Konsep Dan
Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah (Indramayu: CV. Adanu Abimata,
2021). 116.



36

b. Syarat ljarah

Secara garis besar, syarat ijarah ada

empat macam, Yyaitu syarat terjadinya akad
(syurut al-in’igad), syarat pelaksanaan ijarah
(syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-Sihhah),
dan syarat mengikat (syurut al-luzum). Adanya
syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin
bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa
kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. “®

1)

2)

Syarat terjadinya akad (syurut al-in igad)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang
melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad
ijjarah  tidak dipersyaratkan mumayyiz.
Dengan adanya syarat ini maka transaksi
yang dilakukan oleh orang gila maka tidak
sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak
disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan
olen anak" kecil ‘yang sudah mumayyiz
hukumnya sah. Menurut  Malikiyah,
mumayyiz adalah syarat bagi-pihak yang
melakukan - akad jualgebeli dan ijarah.
Sementara baligh” adalah syarat bagi
berlakunya akibat hukum ijarah (syuruth al-
nafadz). Sementara kalangan Hanafiyah dan
Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi
para pihak yang melakukan akad adalah
baligh dan berakal.

Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-nafadz)

Akad ijarah dapat terlaksanakan bila ada
kepemilikan dan penguasaan, karena tidak

% |bid. 106
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sah akad ijarah terhadap barang milik atau
sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa
adanya kepemilikan dan atau penguasaan,
maka ijarah tidak sah.*’

3) Syarat sah (syurut al-sihhah)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak
yang berakad, objek akad dan upah. Syarat
sah ijarah adalah sebagai berikut:

a) Adanya unsur suka rela dari pihak yang
melakukan akad. Syarat ini terait dengan
para pihak, suka sama suka juga menjadi
syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada
keterpaksaan untuk melakukan akad dari
para pihak.

b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan
harus jelas. Syarat ini ada untuk
menghindariperselisihan diantara para
pihak yangs “melakukan akad ijarah.
Kejelasan manfaat barang ini® dengan
menjelaskan aspek manfaat, dan jenis
pekerjaan - atausrketerampilan bila sewa
tenaga orang. Adapun terkait dengan masa
kerja atau masa sewa diserahkan kepada
masing-masing pihak yang melaksanakan
akad ijarah. Menurut kalangan Hanafiyah

tidak dipersyaratkan menentukan
mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak.
Sementara menurut Syafi“iyah

disyaratkan menentukan waktu mulainya

4" Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar
(Fundamental of Islamic Economic System), 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group,
2012). 126.
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sewa, karena hal ini untuk memperjelas
masa sewa.

Objek sewa

Obyek sewa bisa
diserahterimakan: artinya barang sewaan
tersebut adalah milik sah mu jir (orang
yang menyewakan) dan jika musta’jir
(orang yang menyewa) meminta barang
tersebut  sewaktuwaktu mujir dapat
menyerahkan pada waktu itu.

Mempunyai nilai manfaat menurut
syara’: manfaat yang menjadi obyek
ijarah diketaahui sempurna dengan cara
menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada
ditangan penyewa. Berkaitan dengan
“waktu dan manfaat” ada beberapa
pandangan:

(1) Imam Syafi’i . waktu manfaat atas
barang sewaan harus jelas dan tidak
menimbulkan tafsir. la
mencontohkang® “apabila seseorang
menyewa sebuah rumah satu tahun
dengan akad perbulan, maka transaksi
sewa tersebut mengalami
ketidakjelasan dan dipandang batal.
Oleh sebab itu, untuk keabsahannya
akad tersebut harus diulang setiap
bulan”.

(2) Berbeda dengan Imam  Shafi’i,
jumhur ulama berpendapat lebih
menekankan pada aspek kejadian
rillnya. Maka, akad di atas dipandang
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sah dan mengikat untuk bulan
pertama setelah dilakukan
pembayaran. Sedangkan bulan
berikutnya, jika erjadi pembayaran
dianggap sah meski tanpa ada akad
lagi, sebagaimana yang terjadi pada
al- bay” al- mu’athah.®®

Berdasarkan syarat ini maka
tidak sah menyewa orang bisu untuk
menjadi juru bicara, karena objek sewa
tidak dapat terpenuhi oleh orang yang
disewakan jasanya. Objek sewa juga
harus dapat terpenuhi secara syar’i, oleh
karena itu, tidak sah sewa jasa sapu
masjid dari orang yang sedang haid atau
menyewa orang untuk mengajari sihir.
Syariat ini sudah menjadi kesepakatan
dikalangan.ulama ahli figih.

d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan

hukumnya mubah secara_syara’. Seperti
sewa. buku untuk belajar, sewa rumah
untuk  ditinggali “dan sebagainya. Tidak
diperbolenkan  sewa  orang  untuk
melakukan maksiat atau suatu yang
dilarang syara’.

Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa,
maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh
orang yang menyewakan jasa atau tenaga
tersebut  bukan  merupakan  suatu
kewajiban baginya. Berdasarkan syarat
ini, maka idak sah ijarah atau menyewa

“8 bid., 133.



40

f)

9)

h)

jasa seseorang untuk shalat, karena shalat
menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama
kontemporer berfatwa, bagi para pengajar
Al-Qur’an diperbolehkan mengambil upah
atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi’l
berpendapat bahwa diperbolehkan sewa
jasa  mengajar  Al-Qur’an.  Ulama
Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin
atau imam untuk mengambil upah, tapi
tidak memperbolehkan pengupahannya
atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi
terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

Orang yang menyewakan jasa tidak
diperbolehkan mengambil manfaat atas
jasa tersebut. Semua manfaat yang
disewakan adalah hak bagi yang
menyewa.

Manfaat,, barang . atau jasa digunakan
sebagaimana mestinya atau yang berlaku
dimasyarakat. Berdasarkan hal=ini tidak
diperbolehkan -menyewa barang untuk
digunakan tapit tidak sesuai dengan
fungsinya. Misalnya menyewa kuda
tunggangan untuk mengangkut barang.

Syarat yang terkait dengan barang harus
dapat diserah-terimakan (taslim) saat akad
bila barang tersebut barang bergerak.
Penyerahan ini bisa secara langsung atau
simbolik, seperti sewa rumah dengan
menyerahkan kuncinya.



41

1) Syarat yang terkait dengan upah atau uang
sewa adalah upah harus berharga dan jelas
bilangan atau ukurannya.

J) Syarat terkait dengan manfaat barang atau
jasa seseorang ada delapan, yaitu:

(1) Manfaat barang harus mubah atau
tidak dilarang; syarat ini untuk
menghindari  penyewaan barang
atau jasa yang terlarang;

(2) Manfaat barang atau jasa bisa
diganti dengan materi;

(3) Manfaat  barang  atau  jasa
merupakan suatu yang berharga dan
ternilai;

(4) Manfaat merupakan suatu yang
melekat pada barang yang_.sah
kepemilikannya;

(5) Manfaat barang objek sewa bukan
untuk menghasilan-barang, seperti
menyewa _pohen untuk diambil
buahnya, sewa semacam ini tidak
sah; termasuk dalam pengecualian
syarat ini adalah sewa jasa
menyusui, karena dalam hadanah;

(6) Manfaat dapat diserah terimakan;

(7) Manfaat harus jelas dan dapat
diketahui.



4) Syarat-syarat yang mengikat dalam ijarah
(syurut al-luzum)

a) Barang atau orang yang disewakan harus
terhindar dari cacat yang dapat
menghilangkan  fungsinya.  Apabila
sesudah transaksi terjadi cacat pada
barang, sehingga fungsinya tidak
maksimal, atau bahkan tidak berfungsi,
maka penyewa berhak memilih untuk
melanjutkan atau menghentikan akad
sewa. Bila suatu ketika barang yang
disewakan mengalami kerusakan maka
akad ijarah rusak (fasakh) dan tidak
mengikat kedua belah pihak.

b) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
pemeliharaan barang sewa yang sifatnya
ringan adalah tanggung jawab yang
menyewa. Dalam hukum adat;," jika
barang sewa rusak berat, maka tanggung
jawab yang menyewakan, namun jika
rusak - ringanadalah__tanggung jawab
yang menyewa.*°

c) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat
merusak akad ijarah. Udzur bisa terjadi
pada orang atau pihak yang berakad atau
pada objek akad ijarah.>®

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-
MUI/VI/2000  menetapkan ~ mengenai
ketentuan ijarah sebagai berikut:

9 |bid. 125
% [pid. 110.
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a) Objek ijarah adalah manfaat dari
pengunaan barang dan/atau jasa.

b) Manfaat barang atau jasa harus bisa
dinilai dan dapat dilaksanakan dalam

kontrak.

¢) Manfaat barang atau jasa harus yang
bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus
nyata dan sesuai dengan syariah.

e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali
secara spesifik sedemikian rupa untuk
meng hilangkan jahalah (ketidakjelasan).

f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan
dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
Bisa juga dikenali dengan spsifikasi atau
identifikasi fisik.

g) Sewa atau upah harus disepakatii .dalam
akad dan  wajib dibayar  oleh
penyewa/pengguna jasa kepada
pemberian Sewa/pemberi jasa (LKS)
sebagai pembayaran manfaat atau jasa.
Sesuatu yang dapat dijadikan harga
(tsaman) dalam jual beli dapat pula
dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

h) Pembayaran sewa atau wupah boleh
berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis
yang sama dengan objek kontrak.

i) Kelenturaan (flexibility) dalam
menentukan sewa atau upah dapat
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diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat
dan jarak.

KHES mneyebutkan tentang syarat-
syarat dan ketentuan pelaksanaan ijarah
dalam Pasal 257-262.

Pasal 257 menyebutkan: Untuk
menyelesaikan suatu proses akad ijarah,
pihak-pihak yang melakukan akad harus
mempunyai kecakapan melakukan perbuatan
hukum.

Pasal 258: Akad ijarah dapat dilakukan
dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 259: Pihak yang menyewakan benda
haruslah pemilik, wakilnya, jarak jauh.

Pasal 260:

a) Pengguna benda ijarah harus dicantumkan
dalam akad ijarah.

b) Jika penggunaan benda ijarah.s tidak
dinyatakan secara pasti dalam akad, maka
benda ijarah digunakan. berdasarkan
aturan umum dan‘kebiasaan.

Pasal 261: Jika salah syarat dalam akad ijarah
tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 262:

a) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila
akad ijarahnya batal.

b) Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli
adalah harga ijarah yang ditentukan oleh
ahli yang berpengalaman dan jujur.
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Terkait barang yang disewakan, KHES
memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 274:>*

a) Benda yang menjadi objek ijarah harus
benda yang halal atau mubah.

b) Benda yang diijarah harus digunakan
untuk hal-hal yang dibenarkan menurut
syari’at.

c) Setiap benda yang dapat dijadikan objek
jual-beli dapat dijadikan objek ijarah.

Pasal 275:%

a) Benda yang diijarahkan boleh
keseluruhannya  dan boleh pula
sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.

b) Hak hak tambahan penyewa yang
berkaitan, dengan objek ijarah ditetapkan
dalam akad ijarah.

c) Apabila hak-ha tambahan. penyewa
sebagaimana dalam.

ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka
hak-hak tambahan tersebut ditentukan
berdaarkan kebiasaan.*

5) Barang dapat diserahterimakan, termasuk
manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.

%! Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Jakarta: Kencana, 2009).

52 bid.



D. Hak dan Kewajiban Para Pihak
a. Hak dan kewajiban pemberi sewa adalah:

1) Berhak menerima pembayaran harga sewa
atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati
dalam ijarah;

2) Wajib menyediakan barang yang disewakan
atau jasa yang diberikan.  Dalam
meneydiakan barang sewaan, pemberi sewa
dapat membuat, membeli, atau menyewa
barang yang akan disewakan termasuk
melengkapi dan meneydiakan sarana yang
diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan
diperoleh penyewa. Begitu pula apabila ada
kecacatan  dari ~ barang sewa yang
meneybabkan kerusakan manfaat dari objek
barang sewa, pemberi sewa berkewajiban
menjelaskan kecacatan tersebut kepada
penyewa, ' dan [ apabila cacat tersebut
diketahur setelah terjadinya akad, .maka
pemberi sewa memberikan hak-opsi (khiyar)
kepada penyewa untuksmembatalkan akad
sewa atau mendapat pengurangan atas
pembayaran imbalan sewa. (khiyar) kepada
penyewa untuk membatalkan akad sewa atau
mendapat pengurangan atas pembayaran
imbalan sewa.

3) Wajib menanggung biaya pemeliharaan
barang yang disewakan;

4) Wajib menjamin bila terdapat cacat pada
barang yang disewakan;
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5) Wajib bertanggung jawab atau kerusakan
barang yang disewakan yang bukan
disebabkan oleh pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan atau bukan
karena kelalaian pihak penyewa;

6) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa
pemberi  sewa atau pemberi  jasa
menyerahkan hak pengunaan atau
pemanfaatan atau suatu barang dan/atau
memberikan jasa yang dimilikinya kepada
penyewa atau pengguna jasa (pernyataan
salah);

7) Wajib menjamin bahwa barang yang
disewakan atau jasa yang diberikan dapat
digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan
yang diseoakati dalam ijarah.>*

b. Hak dan kewajiban penyewa adalah:

1) Berhak:menerima dan memanfaatkan jasa atau
barang sesuai yang disepakati dalam.ijarah;

2) Wajib membayar-harga sewa atau upah (ujrah)
sesual yang disepakati dalam ijarah;

3) Wajib bertanggung jawab atas kerusakan
barang yang disewakan yang disebabkan oleh
pelanggan dari penggunaan sesuai yang
disepakati dalam ijarah atau karena kelalaian
pihak penyewa. Namun apabila asset yang
disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang
dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari
pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung

5 | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2015). 183.
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jawab atas kerusakan tersebut karena ketika
penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk
menikmati manfaat dari asset yang disewa, ia
tidak dianggap sebagai penjamin dari asset
yang disewa itu.

4) Wajib menanggung biaya pemeliharaan
barang yang sifatnya ringan (tidak material)
sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah;

5) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak
penyewa atau pengguna jasa menerima hak
penggunaan atau pemanfaatan atas suatu
barang dan/atau jasa pihak pemberi sewa atau
pemberi jasa (muajir) (pernyataan gabul).>

E. Macam-Macam Upah (ljarah)
a. ljarah A’mal atau Asykhas

A’mal atau Asykhas adalah akad sewa atas
Jasa/pekerjaan seseorang Ijarah yang digunakan
untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan
membayar upah atas jasassyang diperoleh.
Pengguna “jasa disebut ‘mustajir dan pekerja
disebut ajir dan upah yang diberikan disebut
ujrah (fee). ljarah a’mal terbagi dua, yaitu:

1) ljarah khusus
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang
pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak

boleh bekerja selain dengan orang yang telah
memberinya upah.

% Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di
Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013). 533.
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2) ljarah musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan secara
bersama-sama atau melalui  kerjasama.
Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan
orang lain.

‘Ayn (muthlagah) atau ‘ala al-a’yan

‘Ayn (muthlagah) atau ‘ala al-a’yan adalah
akad sewa atas manfaat barang, ijarah yang
digunakan untuk penyewa asset dengan tujuan
untuk mengambil manfaat dari asset. Objek sewa
pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada
klausul yang memberikan pilihan kepada
penyewa untuk membeli asset selama masa sewa
atau pada akhir masa sewa. Para ahli hukum
muslim membagi 1jarah muthlagah menjadi dua
bentuk:

1) Menyewa untuk.suatu jangka waktu tertentu,
bentukwini banyak . diterapkan dalam /sewa-
menyewa barang/asset;

2) Menyewa untuk: suatu proyek atau usaha
tertentu, bentuk.ini dipakai untuk menyewa
pekerja/atau tenaga ahli untuk usaha-usaha
tertentu.

Muntahiya Bittamlik

Muntahiya Bittamlik yaitu transaksi sewa
menyewa antara pemilik objek sewa dengan
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek
sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan
hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau
pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai
dengan akad atau akad ijarah atas manfaat
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barang yang disertai dengan janji pemindahan
hak milik atas barang sewa kepada penyewa
setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.

Jenis ijarah muntahiya bittamlik dapat dilakukan
melalui beberapa cara:

1) Melalui pemberian (perpindahan kepemilikan
tanpa pembayaran);

2) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli)
pada akhir sewa untuk pembayaran hadiah;

3) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli)
pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan
dalam sewa;

4) Melalui perpindahan kepemilikan bertahap
(Jual beli) dari asset yang disewa;

5) Melalui proses jual dan sewa kembali (sale
and lease back) atau operating lease.”®

Fatwa /Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
27/IDSN —MUI/111/2002 tentang ijarah muntahiya
bit tamlik-memberikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1) Ketentuan umum

a) Semua rukun dan syarat yang berlaku
dalam akad ijarah berlaku pula pada akad
al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik.

b) Perjanjian untuk melakukan akad al-
ijarah al-muntahiyah bit tamlik harus
disepakati ketika ketika awal akad ijarah
ditandatangani.

% |yah Faniyah, Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen

Investasi Di Indonesia, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). 77.
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c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus
dijelaskan dalam akad.

2) Ketentuan khusus

a) Para pihak yang melakukan al-ijarah al-
muntahiyah bit tamlik harus
melaksanakan akad ijarah terlebih
dahulu. Akad pemindahan kepemilikan
dengan cara jual beli (bay’) atau
pemberian hibah, hanya  dapat
dilaksanakan setelah masa ijarah selesai.

b) Janji pemindahan kepemilikan yang
disepakati diawal akad ijarah adalah
wa’d (janji) yang hukumnya tidak
mengikat. Apabila janji itu ingin
dilaksanakan, maka harus ada akad
pemindahan kepemilikan yang dilakukan
setelah masa.ijarah selesai.”’

d. ljarah maushufah fi-al-dzimmah

l[jarah maushufah fi al-dzimmah..yartu akad
ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ayn)
dan/atau jasa (‘amal)'yang pada saat akad hanya
disebutkan  sifat-sifat dan  spesifikasinya
(kuantitas dan kualitas).

Terdapat sejumlah aturan terkait ijarah
maushufah fi al-dzimmah dalam fatwa DSN MUI
No. 101/DSN-MUI/X/2016 antara lain:

1) Ketentuan terkait manfaat barang (manfaat
‘Ain) dan pekerjaan (‘Amal). Manfaat barang
dan pekerjaan dalam akad ini, harus:

57 |bid. 127.
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2)

a) Diketahui dengan jelas dan terukur
spesifikasinya  (ma’lum  mundhabith)
supaya terhindar dari perselisihan dan
sengketa (al-niza);

b) Dapat diserahterimakan, baik secara
hakiki maupun secara hukum;

c) Disepakati waktu penyerahan dan masa
ijarahnya ; dan

d) Sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan terkait barang sewa

a) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan
harus jelas dan terukur spesifikasinya;

b) Barang sewa yang dideskripsikan boleh
belum menjadi milik pemberi sewa pada
saat akad dilakukan;

c) Pemberi sewa harus memiliki
kemampuan = yang  cukup  untuk
menwujudkan dan menyerahkan_barang
sewa,;

d)'Barang sewa. diduga - kuat dapat
diwujudkan dan diserahkan pada waktu
yang disepakati;

e) Para pihak harus sepakat terkait waktu
serah terima barang sewa; dan

f) Apabila barang yang diterima penyewa
tidak sesuai dengan kriteria pada saat
akad dilakukan, oenyewa berhak
menolaknya dan meminta ganti sesuai
kriteria atau  spesifikasinya  yang
disepakati.
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3) Ketentuan terkait ujrah

a) Ujrah boleh dalam bentuk uang dan
selain uang;

b) Jumlah ujrah dan mekanisme
perubahannya harus ditentukan
berdasarkan kesepakatan;

c) Ujrah boleh dibayar secara tunai,
tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai
kesepakatan; dan

d) Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah
akad, diakui sebagai milik pemberi
sewa.”®

e.  ljarah tasyghiliyyah

ljarah tasyghiliyyah yaitu manfaat barang
yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak
milik atas barang sewa kepada penyewa.”?

f.  [ljarah fala al- manafi’, yaitu ijarah yang.obyek
akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan
rumah untuk ditempati,-mobil untuk dikendarai,
baju untuk dipakai, danslain-lain. Dalam ijarah
ini tidak™ diperbolehkan menjadikan obyeknya
sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk
kepentingan yang dilarang oleh syara’.

9. [Ijarah multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 44/DSN-MUI/V11/2004 tentang pembiayaan
multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan

%8 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah (Jakarta:
Kencana, 2019). 124.

% Ainul Yagin, Figh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam
(Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020). 117.



multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada
nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu
jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan
pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz)
dengan menggunakan akad ijarah atau
kafalah.

2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang
ada dalam fatwa ijarah.

3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah,
maka i1a harus mengikuti semua ketentuan
yang ada dalam fatwa ijarah.

4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut;
LKS dapat "memperolen imbalan<jasa
(ujranh/fee).

5)- Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal
dan.dinyatakan dalam bentuk.nominal bukan
dalam bentuk persentase.*

F. Hak Menerima Upah (ljarah)
a. Selesai bekerja

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu
Majah bahwa Nabi saw., bersabda:

% |pid., 120.
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“Dari Abdullah bin Umar ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja
sebelum keringatnya kering.” (HR. lbnu

Majah).®*

Artinya, bila sudah tiba waktu yang ditentukan
untuk membayar upah, maka upah tersebut
harus dibayarkan dan tidak boleh menunda-
nundanya.

1) Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk
barang.

2) Apabila terdapat kerusakan pada barang
sebelum = dimanfaatkan dan sedikitpun
belum ada waktu yang berlaluy ‘fjarah
menjadi batal.

3)" Memungkinkansmengalirnya manfaat jika
masanya  berlangsung, ia  mungkin
mendatangkan manfaat pada masa itu
sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.

4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau
kesepakatan kedua, belah pihak sesuai
dengan syarat, mempercepat bayaran.®

81 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz
I (Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010).816.

82 Sohari Sahrani dan Ru’fa Abdullah, Figh Muamalah (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011). 170.
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b. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Dalam transaksi sewa-menyewa terdapat hak dan
kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh
pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa .

c. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
(mu’ajjir)

1)

2)

3)

4)

Pihak yang menyewakan berhak menerima harga
sewanya.

Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk
menyerahkan barang yang menjadi objek sewa-
menyewa, karena ia telah mempermilikkan
manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.

Pihak yang mengizinkan pemakaian barang yang
disewakan kepada orang yang menyewakan.

Pihak yang menyewakan memelihara keberesan
barang yang disewakannya, seperti memperbaiki
kerusakan /‘yang ada . pada barang yang
disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut
ditimbulkan oleh pihak penyewa.

d. Hak dan"kewajiban bagi pihakepenyewa (musta’jir),
yaitu:

1)

2)

Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang
sewaannya.

Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian
sewaannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin
orang yang menyewakannya. kecuali di waktu
sebelum akad telah  ditentukan  bahwa
penggantian itu tidak boleh, maka tiodak
diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
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3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang
pembayaran sewa Sebagaimana yang telah
ditentukan dalam perjanjian Penyewa harus
menjaga dan memelihara barang sewaan.

4) penyewa harus  memperbaiki  kerusakan-
kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak
sendiri.

5) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan
pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali
kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya
sendiri.

G. Waktu Pembayaran Upah (ljarah)

Jika 1jarah suatu pekerjaan, maka kewajiban
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya
pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad
sudah berlangsung.dann tidak ada ketentuan
penangguhannya“dan-tidak diisyaratkan mengenai
pembayaran  dan  tidak ada.."ketentuan
penangguhannya, menurut “‘Abu Hanifah wajib
diserahkan w.upahnya'secara” berangsur sesuai
dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam
Syafi’idan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan
akad itu sendiri. Jika mu’ajir menyerahkan zat
benda yang disewa kepada musta jir, ia berhak
menerima bayarannya karena penyewa (musta ’jir)
sudah menerima kegunaaan.®®

Hak menerima upah bagi musta jir adalah sebagai
berikut:

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
121.
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a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan
kepada Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah,
Rasulullah SAW. bersabda:

sl 1 e B 05l 08 08 e g i e (e
oo s) Ade Caag 41 3 50AT 5 1 s f Al
(a=le

“Dari  Abdullah bin Umar ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja
sebelum keringatnya kering.” (HR. lbnu
Majah).**

b)Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar
ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad
ditentukan lain, manfaat barangyang diijarahkan
mengalir sesama peflyewaan berlangsung.®

H. Berakhirnya Akad Upah Mengupah (ljarah)

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-
ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan
secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu
pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat
atau kehilangan kecakapan bertindak dalam
hukum. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

a. Uzur dari pihak penyewa seperti berpindah-
pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga

64 |p:
Ibid.
% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum
Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012). 186.
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tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan
menjadi sia-sia.

b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang
disewakan harus dijual untuk membayar hutang
dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

c¢. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa
kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk
dan semua penyewa harus pindah.

d. Menurut jumhur Ulama, ijarah adalah akad
lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak
bisa batal tanpa ada sebab  yang
membatalkannya. Menurut ulama Syafi’iyah,
jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan
untuk digantidengan barang yang lain, ijarah
tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain.
ljarah dapat dikatakan batal jika
kemanfaatannya betul-betul hilang,
sepertihancurnyarumah yang disewakan.®®

Adapun Jumhur Ulama - dalam_.hal ini
mengatakan bahwa akad ijarah bersifat mengikat
kecuali "ada cacat ataustbarang-itu tidak boleh
dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat
diamati dalam kasus apabila seorang meninggal
dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabilah salah
seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal,
karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan
tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat
itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-

% Ibid. 129.
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Maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak
yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.®’

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa’iu ash-
Shanaa’iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah
berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti,
rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan
yang disewakan hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-
ijarah telah berakhir. Apbila uang disewakan itu
rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada
pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa
seseorang maka orang tersebut berhak menerima
upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad.

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti
rumah yang diséwakan disita Negara karena
terkait adanya utang, maka akad al-ijarah./nya
batal.®®

Sementara itu, menurut SayyidsSabiq, al-ijarah
akan menjadi-batal dan berakhir bila ada hal-hal
sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi
pada tangan penyewa.

b. Rusaknya barang pada barang yang disewakan,
seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya
bangunan gedung.

87 Ghufron Ihsan Sapiudin Shidig, Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat,
1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). 283.
% Ibid., 278.
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c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan
baju yang diupahkan untuk dijahit.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan
sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan
selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah, salah satu pihak dari yang
berakad boleh membatalkan al-ijarah jika ada
kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti
terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang
dagangan dan kehabisan modal.*®

% Ibid. 122.
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